
BUPATI WAKATOBI
PERATURNX BUPATI WAI(ATOBI

NOMOR : )t TAHUN 2OO9

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN

DAN PETERNAKAN KABUPATEN WAKATOBI

BUPATI WAKATOBI,
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pasal 5 peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi, makl dipandang
perlu menetapkan Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan peraturan BupatiWakatobi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1gg9 tentang penyelenggaraen
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kotusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun lggg
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten *
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4339);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A04
Nonror 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nonror 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembararr
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 454e) dan diubah
lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
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Perubahan Kedy3 atas U_ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang pemerintahan Daerai^ ltemdaran r.rugur" Repubriklndonesia Tahun 200g Nomor 5g,'Tambahan Leiioaran NegaraRepubtik lndonesia Nomor 4g44);

6' Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat oa"- oaei"n (Lembaran
flegara Repubrik rndonesia Tahun 2004 Nomoi-tio, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomoi ++ggl

7. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 19gg tentang KoordinasiKegiatan rnstansi Vertikar di Daerah (Lembaran trtegara Repubriklndonesia Tahun 19gg Nomor 10, rdmnrnrn lern'iarrn NegaraRepublik lndonesia Nomor 3373);
8. Peraturan pemerintah Nomor g rahun 2003 tentang pedoman

Pembentukan organisasi dan perangkat o"**n (LembaranNegara Repubrik rndonesia Tahun 2003 Nom or 14, TambahanLembaran Negara Republik tndonesia f.romoiaiOZli
9. Peraturan pemerintah Nomor g T-ahun 2003 tentang wewenangPengangkatan, pemindahan dan pembonrnti"n Felawai Negerisipil (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2003 Nomor15' Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor4263);

10. Peraturan pemerintah Nomor 3g rahun 2007 tentang pembagian
urusan pemerintahan antara pemerintah, pemeriitan DaerahProvinsi dan pemerintah Daerah rcaoup'atenKoia (Lembaran
flegara Repubrik rndonesia Tahun 2007 

'Nomo. 
bg, Tambahan

Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor ii+lf; '

11. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Repubrik rnooiresia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan LembJran Negara nepuotir rndonesia
Nomor aft7);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 200g tentang urusanPemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintah Daerah
Kabupaten wakatobi (Lembaran DaerJn Kabupaten wakatobi
Tahun 2008 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2oog tentang susunan
organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah xauupateir wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten wakatobi rahun ecioe ruomor s;;

14. Peraturan Bupati wakatobi Nomor 5 Tahun 200g tentang Tatacara Penyusunan, pengajuan dan pernbahasan perlturan
Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati oan tnstrut<si eupati
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

{

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PEFATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS
POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENTAIVTNTV,
KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAI\I
KABUPATEN WAKATOBI.



3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksurl dengan .

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adarah pemerintah Kabupaten wakatobi.
3. Bupati adalah BupatiWakatobi.

4. sekretaris Daerah adarah sekretaris Daerah Kabupaten wakatobi.
5' Dinas adalah Dinas Pertanian,.. Kehutanan, perkebunan dan peternakan

Kabupaten Waratobi selanjutnya disingkat D;;, pKpp.
6' Kepala Dinas .adalah Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, perkebunan danPeternakan Kabupaten Wakatobi.
7' Unit Pelaksana. Teknis Dinas yang-selanjutnya disingkat uprD adalah uprD dilingkungan 

.Djnas Pertanian, kehutan"n, 
- p"ir,"bunan dan peternakan

Kabupaten Wakatobi;

8' Kelompok Jabatan Fungsional 
, 
adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pertanian, Kehutan"n, F"-rt"bunan dan perternakan

Kabupaten Wakatobi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2
(1) Dinas adarah merupakan unsur peraksana otonomi Daerah.
(2) Dinas dipimpin ?rgh seorang Kepara Dinas yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Bupati melalui serretarls Daerah.

Pasal 3
Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkanasas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, kehutanan, perkebunandan peternakan serta penyelenggaraan penyuluhan dan keiahanan piniSn oaeran

Pasal 4
untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinasmempunyaifungsi :

a' Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan danpeternakan serta penyelenggaraan penyuluhan dan ketahanan pangjn Daerah;
b. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidangpertanian, kehutanan, perkebunan dan peternairan serta penyelenggaraan

penyuluhan dan ketahanan pangan Daerah;'
c. Pembinaan terhadap uprD dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya.

q

{
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BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5
(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan perlengkapan;

3. Subbagian program.

c. Bidang pertanian terdiri dari:

1. Seksi produksi pertanian;

2. Seksi pengembangan pertanian.

d. Bidang Kehutanan dan perkebunan terdiri dari:
L Seksi Kehutanan;

2. Seksi perkebunan.

e. Bidang peternakan terdiri dari:

1. Seksi produksi dan pengembangan Ternak;
2. Seksi Kesehatan Hewan.

f. Bidang penyuluhan dan Ketahanan pangan;

1. Seksi penyuluhan;

2. Seksi Ketahanan pangan.

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatarr Fungsional.

(2) sekretariat sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) huruf b, dipimpin olehseorang sekretaris yang berada di bawah oan bertarrggung jawab kepadaKepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e danhuruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang'Kepala Bidang yang o;raaa oibawah dan bertanggung jawab kepada KepalJDinas.

Bagian Kedua

Sekretariat

pasal 6
sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalarnmemberikan pelayanan administrasi meliputi urusan 

-umum -dan 
kepegawaian,

keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan penyusunan progrant,
evaluasi dan pelaporan Dinas.
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Pasal 7
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretariatmempunyaifungsi :

a' Pelaksanaan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasandan protokoler, rumah tangga, administrasi "kepegawaian, 
ketatalaksanaan,pendidikan dan peratihan aparatur serta hukum dan pLrundang-undangan;

b. Pelaksanaan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaankeuangan, perbendaharaan, verifikasi,' p"r"por* oai- p"rtiltg;gLwanan
keuangan;

c. Pelaksanaan urusan pengeroraan barang dan aset Dinas;
d' Pengkoordinasian penyusLlnan program, evaluasi dan pelaporan prograrn Dinas;dan

e' Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengern tugaspokok dan fungsinya.

pasal g

Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Subbagian Keuangan dan perlengkapan; dan
c. Subbagian Program.

s.ubbagian sebagaimena dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala subbagian yang berada di bawah dan bertangg-ung'ya;au
kepada Sekretaris.

(1)

(2)

Pasal 9
(1) subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun pedomandan petunjuk teknis serta melaksanakan 

- 
urusin ketaiausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga,

administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan petatinan aparatur
serta hukum dan perundang-undangan.

(2) subbagian Keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menghimpun
pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan pengt<ooriinasian
penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaln, verifikasi,
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangln serta pelaksanaan urusan
pengelolaan barang dan aset Dinas.

(3) subbagian Program mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk
teknis serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi
dan pelaporan program Dinas.

{

Bagian Ketiga

Bidang pertanian

Pasal 10

Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam
usaha peningkatan produksi pertanian, pengembangan sarana pioduksi, alat dan
mesin pertanian, rehabilitasi dan konservasi lahan, peningkatan kelembagaan dan
tata guna air, perlindungan tanaman dan pengawasan pestisida serta melalsanakan
manajemen dan pelayanan usaha tani, ekstensifikasi, intensifikasi dan
penganekaragaman pangan, paska panen dan pengelolaan hasil.
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pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Bidang
Pertanian mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan perurnusan kebijakan teknis bidang pertanian;

b. Pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi pertanian, tanaman pangan dan
hortikultura;

c' Pengembangan dan perrindungan rahan serta tata guna air;
d. Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian;
e' Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang pertanian;

dan

f' Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugaspokok

dan fungsinya.

Pasal 12

Bidang Pertanian terdiri dari .

a. Seksi Produksi pertanian;

b. Seksi Pengembangan pertanian.

Seksi sebagaimana dimaksud pada
seorang Kepala Seksi yang berada di
Kepala Bidang Pertanian.

ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
bawah dan bertanggung jawab kepada

(1)

(2)

(1)

(2)

pasal 13

seksi Produksi Pertan.ian mempunyai tugas menghimpun pedoman danpetunjuk teknis, melaksanakan usana [eningkatln proouksi portanian,
tanaman pangan dan hortikultura, intensifikasi- dan diversifikasi tanamanpangan dan hortikultura, pemberian/rekomendasi izin usaha pertanian,
pemantauan, bimbingan dan pengawasan usaha tanaman pangan dan
hortikultura serta melaksanakan manajemen pelayanan usaha tani.
seksi Pengembangan Pertanian mempunyai tugas menghimpun pedoman danpetunjuk teknis, melaksanakan konservasi lJhan, et<stensififdsi p,rrt"ni"n,
peningkatan kelembagaan dan tata guna air, perlindungan tanarnan dan
pengawasan pestisida, optimalisasi lahan, optimalisasi atat mesin pertanian
dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, pengawasan perredaran
sarana produksi pertanian, serta upaya pengembangan agrobisnis.

'd

Bagian Keempat

Bidang Kehutanan dan perkebunan

Pasal 14

Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas dalam penyelenggaraan pengawasan, pengemanan, konservasi dan
rehabilitasi hutan dan lahan, pengawasan dan pengamanan peredaran hasil hutan,
budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan serta pengoiahan dan pemasaran
hasil hutan dan perkebunan.

Vf
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pasal 1S

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang
Kehutanan dan Perkebunan mempunyaifungsi :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan dan perkebunan;
b. Pelaksanaan pengawasan, pengamanan, konservasi dan rehabilitasi hutan dan

lahan;

c. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan hasil hutan dan perkebunan;
d. Pelaksanaan penyusunan tarif pungutan hasil hutan dan perkebunan;
e. Pelaksanaan pengelolaan pungutan hasil hutan dan perkebunan;
f. Pelaksanaan pengelolaan benih/bibit dan perlindungan tanaman;
g, Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Kehutanan

dan Perkebunan; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Kehutanan dan perkebunan terdiri dari :

a. Seksi Kehutanan;

b. Seksi Perkebunan.

seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
leorang Kepala seksi berada di bawah dan bertanggu;g lawab- reiaoi kepata
Bidang Kehutanan dan perkebunan.

Pasal 17

seksi Kehutanan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjukteknis, melaksanakan bimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi,
pengawasan, perlindungan dan pengamanan hutan, inventarisasi hutanproduksi dan hutan lindurrg, penatagunaan kawasan huian, perencanaan dan
pelaksanaan rehabilitasidan konservasi, pengawasan tumbuhan dan satwa liar,
penelitian dan pengembangan kehutanan serta memberikan pertirnbangan
teknis pengusulan rancang bangun dan pengusulan pembentukan witalan
pengelolaan hutan lindung, hutan produksi, institusi wilayah, rencana ke4a '{
usaha, pelayanan rekomendasi izin dan pemungutan hasil hutan.

Seksi Perkebunan. mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk
teknis, melaksarrakan usaha peningkatan produksi perkebunan, pemberian
rekomendasi perizinan usaha perkebunan, pemantauan dan ponga$/asan
usaha perkebunan, bimbingan penanganan panen, pengoianan hasil,
peningkatan mutu, perhitungan perkiraan kehilangan hasil, pen6rapan standar
unit pengelolaan alat transportasi, penyiapan dan kemasan, pemasaran hasil
panen, promosi komoditas, penyebarluasan infonnasi pasar dan pengawasan
harga komoditas serta melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, t<oiiservasi,
optimasi dan pengendalian lahan, bimbingan dan pengendalian penggunaan
pupuk dan pestisida, bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanrah dan
perlakuan terhadap tanaman perkebunan.

(1)

(2)

(1)

(2)
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Bagian Kelima

Bidang peternakan

Pasal 18

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang peternakan meliputi pembinaan, pengembangan produksi bibit dan pakan,
bimbingan dan pengawasan pemanfaatan tefnoi-ogi peternakan, penyuluhan
peternakan serta pembinaan kelembagaan, tenaga dan larana peternakan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g, Bidang
Peternakan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang peternakan;

b. Pelaksanaan pembinaan teknis pengembangan produksi dan pemasaran;
c. Peiaksanaan pelayanan dan pemantauan kesehatan hewan;
d. Pelaksanaan penyuluhan di bidang peternakan,

e. Pembinaan dan bimbingan kelembagaan, tenaga dan sarana peternakan;
f- Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang peternakan;

dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

pasal ZO

(1) Bidang Petemakan terdiri dari :

a. Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak;

b. Seksi Kesehatan Hewan.

(2) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bert-anggung jawab kepada
Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 21

(1) Seksi Produksi dan Pengembangan Temak mempunyai tugas menghimpun
pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan usaha peningkatan produksi
ternak, pemberian rekomendasi izin usaha perternakan, pemantauan dan
pengawasan usaha peternakan, pembinaan pengembangan produksi bibit dan
pakan, penyebaran dan pengembangan temak, bimbingan dan pengawasan
pemanfaatan teknologi peternakan, penyuluhan peternakan serta
melaksanakan pembinaan dan bimbingan, tenaga dan sarana peternakan.

(2) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan
petunjuk teknis, melaksanakan pengamatan dan penyelidikan, pencegahan dan
pemberantasan penyakit hewan serta melaksanakan pelayanan kesehatan
hewan.

q



Bagian Keenam

Bidang Penyuluhan dan Ketahanan pangan

Pasal 22

Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas daram meraksanakan pengkajiin, pjng"roangan dan
koordinasi pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Bidang
Penyuluhan dan Ketahanan pangan mempunyaifungsi :

a. Pelaksanan perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan ketaharran
pangan;

b. Pelaksanaan pengembangan dan pemantapan ketersediaan pangan,
pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan, distribusi dan konsumsi
serta keamanan pangan;

c. Pengkajian dan evaluasi kebr;akan pengembangan sumber daya manusia dan
kelembagaan, penyerenggaraan dan pengemoaigan peraksanian penyuruhan
dan ketahanan pangan;

d. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang penyuluhan
dan Ketahanan Pangan, dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Bidang Penyuluhan dan Ketahanan pangan terdiridari :

a. Seksi Penyuluhan;

b. Seksi Ketaharran Pangan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Penyuluhan dan Ketahanan pangan.

Pasal 25

(1) seksi Penyuluhan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk
teknis, melaksanakan penyuruhan dan pelayanan informasi serta
pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan.

(2) Seksi Ketahanan Pangan mempunyai tugas menghimpun BedomaR dan
petunjuk teknis, melaksanakan upaya meningkatkan- ketersediaan, distribuei
dan konsumsi pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan
pangan.

*
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Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

pasal 26
(1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk tJpTD.
(2) UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana tek.is

operasional dan teknis penunjang Dinas.

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan organisasi dan tata
kerjanya ditetapkan rebih ranjut dengan peraturan Bupati.

(4) UPTD dipimpin_oleh seorang Kepata yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

pasal 27

Di lingkungan Dinas dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai
kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pertanian, kehutanan,perkebunan dan peternakan sesuai keahlian oari rboutuhan berclasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturin perundaig-undingern vrngberlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsioniai senior
yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada (epakl Dinas,
Jenis tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja
berdasarkan Peratu ra n Peru ndan g-r.r ndan gan yang berlaku.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas menerapkan prinsip kiordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja di lingkungan Dinas maupun antar
Satrlan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 29

(1) Settap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan aEar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

t

v
+
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(2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta fetunjuk dalam
pelaksanakan tugas bawahannya.

(3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala-fada
waktunya.

(4') Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan-untu( memberikan
petunjuk kepada bawahan.

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh ,
pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadaka,irapat berkala.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam
lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kefada pejabat di
bawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 31

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di
lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 32 {*

(1) Segala biaya yang diperlukan guna pelaksanaan tugas Dinas dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ilyat (1),
Dinas dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
yang berlaku.

E}AB VII

KETENTUAN LAIN..LAIN

Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan atau
tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupiten waxatoni,

Ditetapkan di Wangi
pada tanggal 19 - a -

Wangi
2009

hBUPATI WAKATOBI,

/

a--/ lV<wr- " v-
HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal )g - a

SEKRETARIS

HAR LAOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2OO9

NOMOR: lr

s

t-/
-l
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